
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR II TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI KARO,

bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2O2O telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

keuangan 
-Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja
t"tf.rr.r, dan p.tg"*".an antat objek belanja dalarn jenis belanja
berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah

tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai

dasar p.t"t 
"rraan, 

untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan
peratuian daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan pada angka V,9 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman

Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O, Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang
bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah
ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-

undangan. OIhm hal penganggaran dana transfer ke daerah

dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun
berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas

penggunaan dana transfer dimaksud dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2O2O dengan pemberitahuan kepada pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD T"hrrtt Anggaran 2O2O atau ditampung dalam LRA

tagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD

Tahun Anggaran 2O2O;
bahwa berdasarkan ketentuan angka 8 Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor gool14o75/SJ tanggal 17 Desembet 2ol9 tentang

Peiyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan pada Pemerintah Daerah,

-"riy."raikan penganggaran yang dimaksud dengan melakukan
perubahan peraturan - kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

e. bahwa...

b.

c.

d.



e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf c, dan huruf d", perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Paraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2Ol9
tentan[ penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor LA92l;
Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

nepirUtit< Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antira Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126,
iambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35691;
Undang-Urd.ttg Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan
peraturan Peruidang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLl Nomor 82, lambahan Lembaran Negara Republik
Ind"onesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan
perundlng-und.angan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
21lg Nomor 133; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Rincian Anggaran
2O2O (Lembaran

13. Peraturan...

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

Nomor 6398);
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintalran Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undan[ Nomor 23 tahun 2Ol4 tentang Pemerinta.han Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

lZT,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;

11. peraturan Pemerintah Nomor 7t Tahun 2OtO tentang Standar
Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO Nomor L2g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2Ol9 tentang
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 22O);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

2l Tahun 21tt tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2ol9 tentang

Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2O (nerita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 655);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2oL6 tentang

pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah

Kabupaten Karo Tahtn 2Ot6 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Karo Nomor 03);
16. peratlran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2Ol9 tentang

Anggaran Pendapatan dr-r, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2A

(Leilbaran Daera^h Kabupaten Karo Tahun 2Ot9 Nomor O6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor O5);

17. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pergeseran enggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo

@eiita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Ol5 Nomor 37);

18. Peraturan Bupati KLro Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2A16 Nomor 35)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04

Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35

Tahun 2OL6 tentaig Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata fci4a Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Karo Tahun 2Ol7 Nomor 04);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2ol7 tentang Ktiteria dan

Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri

sipil Berdasarkan Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017

,0. I3fi,l,1r1?'"rrrati Karo Nomor 45 rahu n 2o1e tentang penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun

Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2ol9
Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 45 TAHUN 2OLg TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2oL9 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O {Berita Daerah

Ka[Lpaten Karo'iahun 2OLg Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 103.840.957.850,00
2. DanaPerimbangan Rp. 1.O0O.O73.895.415,O0

3. Dana lain-lain PendaPatan
d'aerahyangsahRp.275.794,470.325,00

Jumlah Pendapatan Rp. t.379.109.263.590,00
b. Belanja...



b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Hibah
3) Belanja Bantuan Sosial
4) Belanja Bagi Hasil kePada

Provinsif KabupatenfKota
dan Pernerintahan Desa
sejumlah

5) Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi/
Kahupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa

6) Belanja Tidak Terduga

679.842.559.226,40
6.256.122.876,O0

100.000.oo0,oo
4.94t.771.636,00

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp. 279.436.344.20O,OO

Rp. 2.000.o00.000,00
Rp. 972.576.797.938,40

2. Belanja Langsung
1) tselanja pegawai
2l Belanja barang dan jasa
3) Belanja modal

65.222.972.6,62,O4
310.013.50tr 32A,AO
L29.342.153.237,O0

Rp.
Rp.
Rp.

Jumiah Belanja
Surplus/(defisit)

Sisa lebih pemhayaran anggaran tahun berkenaan

Rp. 504,578,627,619,00
Rp. 1.477.155.425,557,00
Rp. 0,00
Rp- 98.046.161.967,00

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Larnpiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupali ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangeln Peraturan Bupati ini
dengan penempatarlnya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal l3 Maret 2AZA

TERKtrLIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal lS Maret 2O2O

SEKRET KABUPATEN KARO,

LIN PURBA

PATI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2O2O NOMOR ll


